PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/ 3 /PBI/2009
TENTANG
BANK UMUM SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam menghadapi perkembang@kgnomian nasional
yang mengalami perubahan yang cepat dan tantangag y
dinamis, serta terintegrasi dengan perekonomidoagipang terus
berkembang, diperlukan perbankan nasional yangytdng

b. bahwa perbankan syariah sebagai salah satu unsyredbankan
nasional diharapkan dapat memberikan kontribusg yaptimal
sebagai lembaga intermediasi dalam mendukung peguban
ekonomi nasional;

c. bahwa untuk mendorong terciptanya perbankan syayeaig
tangguh dan efisien, diperlukan pengaturan kegigtmankan
syariah yang komprehensif, jelas dan memberikanastem
hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaledaih
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka diperlukan pemyernaan
terhadap ketentuan mengenai Bank Umum Syariah dalatu

Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat...



Mengingat:

Menetapkan:

-2.-

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 199%aten Bank Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No®6o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor8dB)3
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraReamerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, bedoran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) gabsmna
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 T&009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggamtangn
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kethm a
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Banknasia
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republilriedia
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Ré&publ
Indonesia Nomor 4962);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah0082
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4867);

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tak0d7
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Irnglane
Nomor 4756);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK MUM
SYARIAH.

BAB I ...



-3-
BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksund)ae:

1.

Bank adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimakasiath
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah;

Kantor Cabang yang selanjutnya disebut dengan Kélahd
kantor Bank yang bertanggung jawab kepada kantsatd8ank
yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha jgdesg
sesuai dengan lokasi KC tersebut melakukan usahanya

Kantor di bawah Kantor Cabang adalah Kantor Cabang
Pembantu atau Kantor Kas;

Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disebgamheKCP
adalah kantor Bank yang kegiatan usahanya membidGtu
induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelasisésngan
lokasi KCP tersebut melakukan usahanya;

Kantor Kas yang selanjutnya disebut dengan KK dd&ntor
Bank yang kegiatan usahanya membantu KC atau KCP
induknya, kecuali melakukan penyaluran dana, dermjamat
tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi K&eliat
melakukan usahanya;

Kegiatan Pelayanan Kas yang selanjutnya disebujate KPK
adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihaky yalah
menjadi nasabah Bank meliputi antara lain:

a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secaraibdah-

pindah dengan menggunakan alat transportasi atda pa

lokasi....
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lokasi tertentu secara tidak permanen, antarakiasnmobil,

kas terapung atazpunter bank non permanen,;

b. Payment Point yaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan
pembayaran melalui kerjasama antara Bank dengaak pih
lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pera@n
pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dao/ata
penerimaan setoran dari pihak ketiga;

c. Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnyabdis
dengan PPE vyaitu kegiatan pelayanan kas atau rsoyakey
dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektroni
yang berlokasi baik di dalam maupun di luar karBank,
yang dapat melakukan pelayanan antara lain pemastau
penyetoran secara tunai, pembayaran melalui
pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau meheper
informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabalk
menggunakan jaringan dan/atau mesin milik Bank isend
maupun melalui kerja sama Bank dengan pihak laitgra
lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM);

Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya didebggan

PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/ata

kelompok usaha yang:

a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh limaeyer
atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan damitiki
hak suara; atau

b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima
persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan tik@mi

hak suara tetapi yang bersangkutan dapat dibuktiékain

melakukan...
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11.

12.

13.
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melakukan pengendalian Bank baik secara langsumnguna

tidak langsung;
Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 20@tarig
Perseroan Terbatas;
Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komigeg)
tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusanekekan
saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggotanDew
Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham
pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independe
Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalardadg-
undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan B&stbat
Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebutddgah
dewan yang bertugas memberikan nasihat dan sanpad&e
Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesaagah
prinsip syariah;
Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertangglawaly
langsung kepada direktur atau Direksi dan/atau reyg
pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bamlertse
kepala divisi, pemimpin KC, atau kepala satuan &keapdit
internal;
Kelompok Usaha adalah:
a. perorangan dan badan hukum;
b. beberapa orang; atau
c. beberapa badan hukum

yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikiam/atau

hubungan..
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hubungan keuangan.

14. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Bentuk badan hukum Bank adalah perseroan terbatas.

Pasal 3

Bank harus memiliki anggaran dasar yang selain mahie

persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dedé@mtuan

peraturan perundang-undangan juga harus memuatkate

a. pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota $)irelan
anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bankndsio
terlebih dahulu;

b. syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jaserta hal lain
yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan DRSuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang menetapkas tuga
manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Dird&ppran
pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan bisggagkuntan
publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yargtapkan
dalam ketentuan Bank Indonesia; dan

d. Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dipimpin oleh

Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

BAB I ...
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BAB I

PERIZINAN
Bagian Kesatu
Pendirian Bank
Pasal 4
(1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiataaha
setelah memperoleh izin Bank Indonesia.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayatilé@kuklan
dalam 2 (dua) tahap:
a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk medaku
persiapan pendirian Bank; dan
b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk meladmik
kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 5
Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan malikurang
sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rgpiah

Pasal 6
(1) Bank hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indones
b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indones
dengan warga negara asing dan/atau badan hukurg asin
secara kemitraan; atau
c. pemerintah daerah.

(2) Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau bdmldum

asing...
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(2)

3

)

(2)
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asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf lingpa

banyak sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perdan)
modal disetor Bank.

Bagian Kedua
Persetujuan Prinsip
Pasal 7
Permohonan untuk mendapatkan  persetujuan  prinsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hulidjakan
paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepd&ink
Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, thaartai
dengan pemenuhan setoran modal paling kurang 3@&opluh
persen) dari modal disetor minimum sebagaimana ldioth
dalam Pasal 5 yang dibuktikan dengan dokumen pemauk
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada gydai(l

ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat EdarantlBlagonesia.

Pasal 8

Persetujuan atau penolakan atas permohonan peeseginsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan palmnigat 60
(enam puluh) hari setelah dokumen permohonan ulitesecara
lengkap.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan peeseinsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Baddnesia
berdasarkan pada:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

b. analisis...
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(1)

2)

3
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b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persangng

sehat antar Bank dan Unit Usaha Syariah, tingk@nkdan
jumlah Bank dan Unit Usaha Syariah serta pemerataan
pembangunan ekonomi nasional; dan

c. uji kemampuan dan kepatutdiit @nd proper test) terhadap
calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon
anggota Direksi, serta wawancara terhadap calomgatag
DPS.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada aygtii{@k-

pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bankibwaj

melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai

keseluruhan rencana pendirian Bank.

Pasal 9

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalanl Basgat
(1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terlg sejak
tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.

Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip s@baga
dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiataaha
Bank, sebelum mendapat izin usaha.

Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksdd pyat
(1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsifagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum mengajukan permohdarian
usaha kepada Bank Indonesia, maka persetujuanipgoyasg

telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Bagian...
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Bagian Ketiga

Izin Usaha
Pasal 10
Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diajukah glihak
yang telah mendapat persetujuan prinsip kepada Baldnesia
disertai dengan dokumen pendukung.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, thaartai
dengan pelunasan modal disetor minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 yang dibuktikan dengan dekum
pendukung.
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada gydail

ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat EdarantBlaalonesia.

Pasal 11
Persetujuan atau penolakan atas permohonan izihausa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikangpimbat
60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonagrimih
secara lengkap.
Persetujuan atau penolakan atas permohonan izihausa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Baddnesia
berdasarkan pada:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokushaen;
b. uji kemampuan dan kepatutafit (and proper test) dan
wawancara terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf ¢ dalam hal terdapat

penggantian.

Pasal 12..
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Pasal 12

Bank yang telah mendapat izin usaha dari Bank lesianwajib
melakukan kegiatan usaha Bank paling lambat 60nfgmauh)
hari terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan
Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksudystd1)
wajib dilaporkan oleh Presiden Direktur atau DimektJtama
Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sépuhari
setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksua gt
(1) Bank belum melakukan kegiatan usaha, makayaiy telah

diberikan menjadi tidak berlaku.

Pasal 13
Bank yang telah mendapat izin usaha dari Bank lesianwajib
mencantumkan secara jelas kata Syariah sesudaB&akaatau
setelah nama bank pada penulisan namanya.
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hbestaku

bagi Bank yang mendapatkan izin usaha setelah koexa

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah.

BAB Il

KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK

Pasal 14

Kepemilikan Bank oleh badan hukum sebagaimana diothklalam

Pasal 6 ayat (1) paling tinggi sebesar modal semdrsih badan

hukum yang bersangkutan.

Pasal 15..
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Pasal 15

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemiliBank

dilarang:

a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaamndabentuk
apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau

b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uammé¢y laundering).

Pasal 16
Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank wajitemenuhi
persyaratan integritas, yang paling kurang mencakup
a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankgariah
dan peraturan perundang-undangan lain yang berkku;
c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembandiamk
yang sehat dan tanggusugtainable).

Pasal 17
(1) Pihak-pihak yang dapat menjadi PSP Bank wajib meimen
persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
(2) Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan apaty
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalaentketn
Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepattitaand

proper test).

Pasal 18
(1) Perubahan pemilik Bank tunduk kepada tata carabpban
pemilik Bank yang diatur dalam peraturan perundamgangan

yang...
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yang berlaku mengenai penggabungan (merger), palebu

(konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) bad&n/atau
mengenai pembelian saham bank umum.

Perubahan PSP sebagai akibat adanya pewarisan tidak
diperlakukan sebagai pengambilalihan (akuisisi) umantetap

wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 19

Perubahan komposisi kepemilikan Bank yang tidak
mengakibatkan  perubahan  pengendalian, baik yang
mengakibatkan maupun tidak mengakibatkan penggantia
pengurangan, dan/atau penambahan pemilik wajilpatikan
oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat &puisih)

hari setelah perubahan dilakukan disertai dengakurden
pendukung.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1

diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

Pasal 20
Perubahan modal dasar wajib dilaporkan oleh Bapkda Bank
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelahggal
diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasamnsiansi
berwenang disertai dengan dokumen pendukung.
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1
diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes
Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan @&ahk

wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu daankB

Indonesia...
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Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketenyaag

berlaku.

Pasal 21
Penerbitan saham Bank melalui penawaran umum dabefiek
(go public) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
Rencana penerbitan saham Bank melalui penawaranmumu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantardkéam
Rencana Bisnis Bank.
Pelaporan penerbitan saham sebagaimana dimaksiad ayad
(1) wajib dilakukan paling lambat 60 (enam pulubjilsebelum
pelaksanaan penawaran umum disertai dengan dokumen
pendukung.
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3

diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

Pasal 22
Bank wajib mengadministrasikan dengan tertib dgifeamegang
saham dan perubahannya.
Bank yang telah terdaftar di pasar modal wajib menmgrui

daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB 1V ...
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BAB IV

DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAl
PEJABAT EKSEKUTIF
Bagian Kesatu
Dewan Komisaris dan Direksi
Pasal 23

(1) Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajdmanuhi
persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasirkgan.

(2) Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan apaty
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalaentken
Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepagtitaand
proper test).

Pasal 24
(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksana
tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikasihat
kepada Direksi.
(2) Pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dichalesia
ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman antara pada
ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksagaachcorporate

governance yang berlaku bagi Bank.

Pasal 25
(1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang dgajtorang
dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direks
(2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Konsisasjib

berdomisili di Indonesia.

(3) Dewan...
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Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komsatau

Komisaris Utama.
Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlatggota

Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Pasal 26

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap gabat

sebagai:

a. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat lEkge
pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembagadaua

b. anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksama
fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anbdldem
keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;

c. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat lEkge
pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemedaag sa
Bank; atau

d. pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang salingmitiki

hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua misegama

anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Pasal 27
Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaagefmaan
Bank termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian damsip
syariah.
Pengelolaan Bank oleh Direksi sebagaimana dimapgadd ayat

(1) dilaksanakan dengan berpedoman antara lain tdatuan

Bank...
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Bank Indonesia mengenai pelaksanagood corporate

governance yang berlaku bagi Bank.

Pasal 28
Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang
Setiap anggota Direksi harus berdomisili di Indeames
Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau DingkUtama.
Presiden Direktur atau Direktur Utama sebagaimansaksud
pada ayat (3) wajib berasal dari pihak yang inddperterhadap
PSP.

Pasal 29

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagaigota

Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat lEkdepada

bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeua

apabila:

a. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawatssn
penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalangas t
fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada
perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan odeik;B
dan/atau

b. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembagalvel

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atatsé@ma-sama

dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluhdipersen)

dari modal disetor pada perusahaan lain.

Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memilikibungan

keluarga. ..
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keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sessjgata

Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 30

Bank wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepasuhyang
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Direktur Kepatuhan bertugas untuk memastikan képetuiBank
terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia elatupan
perundang-undangan lainnya.

Ketentuan mengenai Direktur Kepatuhan sebagaimanakdud
pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesiagenai

Direktur Kepatuhan.

Pasal 31
Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggot$iveajib
memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum
menduduki jabatannya.
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau &nggo
Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berlakutifefek
setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
Selain memenuhi ketentuan Bank Indonesia, calong@ag
Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaman
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaragtenkuan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana

dimaksud...
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dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diajukan oleh Bapada

Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.

(2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan selzangaim
dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesialdsarkan
pada:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokushaen;
b. uji kemampuan dan kepatutdit nd proper test) terhadap
calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggot&k$dire

(3) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calgotangewan
Komisaris dan/atau anggota Direksi diberikan palsngbat 30
(tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterseaara
lengkap.

(4) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon aaggweksi
yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia mdidak
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam gangk
waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pensein
diterbitkan, maka persetujuan terhadap calon aag@swan
Komisaris dan/atau calon anggota Direksi menjaldikiberlaku.

(5) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau #&nggo
Direksi wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indsia
paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal peggatan
efektif disertai dengan dokumen pendukung.

(6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada gydaifl

ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Surat EdarankBlagonesia.

Pasal 33

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggotaaDd@misaris

dan/atau..
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dan/atau anggota Direksi wajib dilaporkan kepadakBbldonesia

paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberaentlan/atau

pengunduran diri efektif.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 34

(1) Bank wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kgnisat

Bank.

(2) Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagdiuieri

a.

Integritas, yang paling kurang mencakup:

1.
2.

memiliki akhlak dan moral yang baik;

memiliki  komitmen untuk mematuhi peraturan
perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan
lain yang berlaku;

memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang
sehat dan tanggubkustainable); dan

tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana
diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan
kepatutan f{t and proper test) yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia.

Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahdan

pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengatah

di bidang perbankan dan/atau keuangan secara udam;

Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:

1.
2.

tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemggan
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saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direks

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu penseroa
dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun tdmak

sebelum dicalonkan.

Pasal 35
(1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan mhasdma
saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bgaksesuai
dengan Prinsip Syariah.
(2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

a. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariak at
pedoman operasional dan produk yang dikeluarkak;Ban

b. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;

c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk
produk baru Bank yang belum ada fatwanya,;

d. melakukan review secara berkala atas pemenuhasigorin
syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan
penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan

e. meminta data dan informasi terkait dengan aspekiatya
dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaasyg.

(3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatuin labjut

dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 36
(1) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang pé#ding

banyak...



2)

3)

)

2)

3)

)

2)

3)
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banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah ang@ntaksi.

DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal @dahssatu
anggota DPS.

Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebaggota
DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangmmals

lain.

Pasal 37
Bank wajib mengajukan calon anggota DPS untuk meohgte
persetujuan Bank Indonesia sebelum menduduki jabgta
Pengangkatan anggota DPS oleh Rapat Umum Pemeghag$S
berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Badériesia.
Pengajuan calon anggota DPS sebagaimana dimakdadagat
(1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majdlama

Indonesia.

Pasal 38
Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan oleh Bapada
Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
Persetujuan atau penolakan atas permohonan selaagaim
dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesialdsarkan
pada:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokuaen;
b. wawancara terhadap calon anggota DPS
Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calgot@ndPS

diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejdgkumen

ermohonan..
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permohonan diterima secara lengkap.

(4) Calon anggota DPS yang telah mendapat persetujiark B
Indonesia namun tidak diangkat oleh Rapat Umum Bante
Saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitugkstanggal
persetujuan diterbitkan, maka persetujuan terhadapon
anggota DPS menjadi tidak berlaku.

(5) Pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan oleh Bapkda
Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) harilaktéanggal
pengangkatan efektif disertai dengan dokumen pamduk

(6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada gydaiil
(5) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bankoimekia.

Pasal 39
Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DRJb
dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat skpiluh) hari

setelah pemberhentian dan/atau pengunduran ditifefe

Bagian Ketiga
Pejabat Eksekutif
Pasal 40
(1) Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian alPejab
Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bankldnesia
paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggalgpegkatan,
pemberhentian, atau penggantian efektif disertangde
dokumen pendukung.
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1

diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

(3) Apabila...
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(3) Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bamkomesia,

)

2)

3)

4)

Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada aytr(thasuk
dalam daftar antara lain Daftar Tidak Lulus sebagaia diatur
dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepafutand
proper test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Daftar Kredi
Macet, dan pertimbangan lain yang menunjukkan tidak
terpenuhinya aspek integritas, maka Bank wajib nataikan
pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut paling d&rb (tiga

puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dak Balonesia.

Bagian Keempat
Tenaga Kerja Asing

Pasal 41
Bank yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebifaismya
dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badanuhulasing
dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan
a. Dewan Komisaris;
b. Direksi; dan/atau
c. Pejabat Eksekutif.
Mayoritas Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimanmeakisud
pada ayat (1) huruf a dan b wajib berkewarganegdraionesia.
Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada aydiu¢lf c
wajib berkewarganegaraan Indonesia kecuali unto&tgan yang
memerlukan keahlian khusus yang belum tersediaddifesia.
Hal-hal lain terkait pemanfaatan tenaga kerja asgib
memenuhi persyaratan dan tata cara pemanfaatagatdwsja

asing sebagaimana diatur dalam ketentuan yangkberla

BABYV ...



1)

(2)

(1)

(2)

3)

4)
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BAB V

PEMBUKAAN KANTOR BANK

Bagian Kesatu

Pembukaan KC di Dalam Negeri

Pasal 42

Pembukaan KC di dalam negeri hanya dapat dilakaleargan

izin Bank Indonesia.

Rencana pembukaan KC sebagaimana dimaksud paddlayat

wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Pasal 43

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasala4Z1)

diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia diserengdn

dokumen pendukung.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1

diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izagaebana

dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesialdsarkan

pada:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikah

Bank; dan

c. analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkathkése,

kecukupan permodalan, dan profil risiko.

Apabila diperlukan, Bank

pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaanokatdn

memperoleh keyakinan

atas

Indonesia dapat

kebenaran dokumen

disampaikan..

melakukan

yang



®)

)

2)

3)

(1)

(2)

3)

(4)
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disampaikan.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan selza@aim
dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat t&f&a (puluh)

hari setelah dokumen permohonan diterima secagkdgn

Pasal 44
Pelaksanaan pembukaan KC wajib dilakukan palingo&n30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin daigkan.
Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksudagatia
(1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indoagsaling
lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimakadd pyat
(1), Bank tidak melaksanakan pembukaan KC, maka izi
pembukaan KC yang telah diberikan menjadi tidakalxer

Pasal 45
Rencana KC untuk tidak beroperasi pada hari kerggibw
memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
Bank wajib menyampaikan permohonan persetujuan deepa
Bank Indonesia atas rencana KC untuk tidak berspgrada
hari kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sabeltanggal
pelaksanaan KC tidak beroperasi.
Persetujuan atau penolakan atas permohonan selaagaim
dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 4€p(luh)
hari setelah dokumen permohonan diterima.
Rencana KC untuk tidak beroperasi pada hari kerggibw

diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga)

sebelum...



- 27 -

sebelum tanggal tidak beroperasi.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor di Bawah KC dan KPK di Dalam Neger

)

(2)

3

(4)

Pasal 46

Rencana pembukaan Kantor di bawah KC di dalam neggib

dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Pembukaan Kantor di bawah KC sebagaimana dimakadd p

ayat (1) hanya dapat dilakukan:

a.

C.

dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia yang sa@agan
kantor induknya,;

dengan mempertimbangkan hasil studi kelayakan yang
memuat tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank dant Uni
Usaha Syariah; dan

dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri Bank

Pembukaan Kantor di bawah KC dapat beralamat yangas

dengan kantor lain sepanjang memenuhi persyarataradain:

a.

terdapat pemisahan kantor antara Kantor di bawah KC
dengan kantor lain;

tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko utsi

bagi Bank; dan

terdapat pengaturan yang jelas dalam pemanfaatamasa
dan prasarana kerja serta penggunaan fasilitas ngedu
kantor, yang memungkinkan adanya pembebanan biaya

masing-masing kantor dapat dilakukan dengan tepat.

Laporan keuangan Kantor di bawah KC wajib digabamgk

dengan laporan keuangan KC induknya pada hari yamg.

Pasal 47...



)
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3)

4)

(1)

(2)

)

2)

-28 -
Pasal 47

Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan Kantoawah

KC kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tigaulpuhari
sebelum pelaksanaan pembukaan kantor disertai denga
dokumen pendukung.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1
diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes
Pelaksanaan pembukaan Kantor di bawah KC sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling latrR@ (tiga
puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Barniesia.
Pelaksanaan pembukaan Kantor di bawah KC sebagaiman
dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan oleh Bagpdda Bank
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelahggal

pelaksanaan pembukaan.

Pasal 48
Rencana Kantor di bawah KC untuk tidak beroperasiaphari
kerja wajib memperoleh persetujuan dari Bank Ind@ne
Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh KC yamgnjadi
induk dari Kantor di bawah KC dengan memenuhi tzdea

sebagaimana diatur dalam Pasal 45.

Pasal 49
Rencana pembukaan KPK wajib dicantumkan dalam Renca
Bisnis Bank.

Realisasi pembukaan, pemindahan alamat, dan pemukipK

wajib ...
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(2)

(1)

2)

3)
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wajib dilaporkan Bank dalam Laporan Realisasi Readaisnis

Bank triwulanan.

Bagian Ketiga
Pembukaan Kantor di Luar Negeri
Pasal 50

Pembukaan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenigdaainnya

di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izinnkBa

Indonesia.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayaa(ijphdapat

diberikan apabila Bank:

a. telah menjadi Bank devisa paling kurang 24 (duaulpul
empat) bulan;

b. telah mencantumkan rencana pembukaan KC, kantor
perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luaggari
dalam Rencana Bisnis Bank;

c. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan
permodalan, dan profil risiko; dan

d. mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor jgdas)

Pasal 51
Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasalab@1)
diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia diserengdn
dokumen pendukung.
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1
diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

Persetujuan atau penolakan atas permohonan selaagaim

dimaksud...
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)

2)

3)

4)

)

-30 -
dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesialdsarkan

pada:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikah
Bank; dan

c. analisis atas kemampuan Bank termasuk tingkat késeh
kecukupan permodalan, dan profil risiko.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan selzagaim

dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat t&f& (puluh)

hari setelah dokumen permohonan diterima secagkagn

Pasal 52
Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dirdatalam
Pasal 50 hanya dapat dilakukan setelah mendapat dari
otoritas di negara setempat.
Pelaksanaan pembukaan kantor wajib dilaporkan d@ahk
kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh)detelah
tanggal pembukaan disertai dengan dokumen pendukung
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2
diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes
Dalam hal 6 (enam) bulan setelah tanggal persetup@nk
Indonesia diterbitkan Bank belum melaksanakan pé&adou
Kantor di Luar Negeri, Bank wajib melaporkan alagsium
dibukanya kantor dimaksud.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diskampai
paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejakabawvaktu 6

(enam) bulan berakhir.

BAB VI ...
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BAB VI

PENINGKATAN DAN PENURUNAN STATUS
KANTOR BANK
Pasal 53
Peningkatan status Kantor di bawah KC menjadi K@badilakukan

dengan cara memenuhi ketentuan pembukaan KC.

Pasal 54
(1) Penurunan status KC menjadi kantor di bawah KC hbwaji
dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia palargbat 10
(sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan dimakbsettai
dengan dokumen pendukung.
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1

diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

BAB VII
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR BANK
Pasal 55

(1) Pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC di dalkegeri
hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

(2) Rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantanrdkéam
Rencana Bisnis Bank.

(3) Pemindahan alamat KC yang dilakukan ke luar wilagaha
Kantor Bank Indonesia sebelumnya wajib memenuherketin
penutupan KC dan pembukaan KC.

Pasal 56..



)
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3
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Pasal 56

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasala6%1)

diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertgen

dokumen pendukung.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1

diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

Persetujuan atau penolakan atas permohonan selaagaim

dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesialdsarkan

pada:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokutaen;

b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikah
Bank.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Hutidak

berlaku untuk permohonan pemindahan alamat KC yang

dilakukan dalam kotamadya/kabupaten yang sama dekagdor

sebelumnya.

Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan

pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemindahanal&antor

dan memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumeg yan

disampaikan.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan selaagaim

dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat t&f& (puluh)

hari setelah dokumen permohonan diterima secagkdgn

Pasal 57
Pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat darfa&adi

dalam negeri wajib dilakukan paling lambat 30 (tmduh) hari

terhitung...
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terhitung sejak tanggal izin diterbitkan.

(2) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimanaksiid
pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam:

a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, bagi
pemindahan alamat kantor pusat; atau

b. surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat
kedudukan KC, bagi pemindahan alamat KC,

paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggabkssinaan

pemindahan alamat kantor.

(3) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimanaksiid
pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepadakBadonesia
paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggabkssinaan
pemindahan alamat kantor.

(4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksdd pyat
(1), Bank tidak melaksanakan pemindahan alamaibkantaka
izin pemindahan alamat kantor yang telah diberikaenjadi
tidak berlaku.

Pasal 58
(1) Rencana pemindahan alamat:
a. Kantor di bawah KC di dalam negeri; atau
b. KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor laiardi luar
negeri,
wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesidinga
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaaninmahan
alamat disertai dengan dokumen pendukung.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1

diatur-...
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diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

Pemindahan alamat Kantor di bawah KC yang dilakikeatuar
wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebelumnya lvaji
memenuhi ketentuan penutupan Kantor di bawah KC dan

pembukaan Kantor di bawah KC.

Pasal 59
Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di bawah KC
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) lauwsjib
dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sdtekanggal
penegasan dari Bank Indonesia.
Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di bawah KC
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumundtah
Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaras diia
tempat kedudukan KC induknya paling lambat 10 (eépihari
sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamatkanto
Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di bawah Kdaldm
negeri wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank |resia paling
lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaa
pemindahan alamat.
Pelaksanaan pemindahan alamat KC, kantor perwakdan
jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaiandimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b wajib dilaporkaehoBank
kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh)detelah
tanggal pelaksanaan pemindahan alamat disertai adeng
dokumen pendukung.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4

diatur-...
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diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

BAB VIl

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN NAMA

Bagian Kesatu
Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 60

Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia setiapubahan

anggaran dasar Bank paling lambat 10 (sepuluh) bkatelah

diterimanya persetujuan atau penerimaan pembesitalperubahan

anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

(1)

2)

3

(4)

Bagian Kedua
Perubahan Nama Bank
Pasal 61

Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenubhi
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahggaeam
dasar terkait penggunaan nama baru dari instarrsvebang
wajib  mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia
mengenai penetapan penggunaan izin usaha yangkdiamtuk
Bank dengan nama yang baru.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2kaliapleh
Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tigiatp hari
setelah perubahan nama disertai dengan dokumenkengl
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3

diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

(5) Persetujuan..
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(5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan selaangaim

dimaksud pada ayat (3), diberikan Bank Indonesliamgdambat
15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonaaricha
secara lengkap.

(6) Pelaksanaan perubahan nama Bank wajib diumumkaamdal
surat kabar yang mempunyai peredaran nasionalgo&dimbat

10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan Baahbnesia.

BAB IX
PENUTUPAN KANTOR BANK
Bagian Kesatu
Penutupan KC di Dalam Negeri
Pasal 62

(1) Penutupan KC di dalam negeri hanya dapat dilakudemgan
izin Bank Indonesia.

(2) Permohonan untuk memperoleh izin penutupan sebagaim
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepadakBa
Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelanggal
rencana penutupan disertai dengan dokumen pendukung

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2
diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

(4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan selzangaim
dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat t&f& (puluh)

hari setelah dokumen permohonan diterima secagkagn

Pasal 63

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalaal €as

ayat (2)...
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ayat (2) disetujui Bank Indonesia, maka Bank wajituk:

a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Bank pada KC
dimaksud;

b. mengumumkan rencana penutupan KC dalam surat kabar
harian yang mempunyai peredaran luas di tempat
kedudukan KC paling lambat 3 (tiga) hari sebelung¢ml
pelaksanaan penutupan; dan

c. segera menyelesaikan seluruh kewajiban KC;

(2) Pelaksanaan penutupan KC sebagaimana dimaksudhpailél)
wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesidinga
lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksapaautupan
KC disertai dengan dokumen pendukung.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2

diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

Bagian Kedua
Penutupan Kantor di Bawah KC di Dalam Negeri
Pasal 64

(1) Rencana penutupan Kantor di bawah KC wajib dilapor&leh
Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tigiaty hari
sebelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksudadidengan
dokumen pendukung.

(2) Pelaksanaan penutupan Kantor di bawah KC wajilpdilean
oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat &pulsih)
hari setelah tanggal penutupan disertai dengan rdeku
pendukung.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada gydaifl

ayat (2)...
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ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat EdarankBlagonesia.

Bagian Ketiga
Penutupan Kantor di Luar Negeri
Pasal 65
(1) Penutupan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenistd@tainnya
di luar negeri wajib dilaporkan oleh Bank kepadaniBa
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelahggal
pelaksanaan penutupan kantor disertai dengan dakume
pendukung.
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1

diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

BAB X
PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN BANK
Pasal 66
(1) Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha atas peani
Bank.
(2) Permintaan Bank sebagaimana dimaksud pada aydta(ip

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 67
Bank yang dapat mengajukan permintaan pencabutarusahanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak seddempditkan
dalam pengawasan khusus Bank Indonesia sebagauiisna dalam
ketentuan Bank Indonesia mengenai tindak lanjutggemasan dan

penetapan status bank.

Pasal 68..
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Pasal 68

Pencabutan izin usaha atas permintaan Bank sebagmidimaksud
dalam Pasal 66 hanya dapat dilakukan oleh Banknksla apabila

Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada dehasabah.

Pasal 69
Pencabutan izin usaha atas permintaan Bank sebagmidimaksud
dalam Pasal 66 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
a. Persetujuan persiapan pencabutan izin usaha;

b. Keputusan pencabutan izin usaha.

Pasal 70
(1) Permohonan persetujuan persiapan pencabutan izahaus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a drajoleh
Direksi Bank kepada Bank Indonesia disertai dengakumen
pendukung.
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1

diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

Pasal 71
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalaml Hés
disetujui, Bank Indonesia menerbitkan surat pejsatu persiapan
pencabutan izin usaha Bank, dan mewajibkan Bankkunt
a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Bank;
b. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum Bank dan
rencana penyelesaian kewajiban Bank dalam 2 (dwa} &abar

harian yang mempunyai peredaran luas paling lad®bésepuluh)

hari ...
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hari sejak tanggal surat persetujuan persiapanapeten izin

usaha Bank;
c. segera menyelesaikan seluruh kewajiban Bank; dan
d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan fieasi atas

penyelesaian kewajiban Bank.

Pasal 72

(1) Apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kessduruh
nasabah, Direksi mengajukan permohonan pencalzitansaha
Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen
pendukung.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1
diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

(3) Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha selzaga
dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbit8anat
Keputusan pencabutan izin usaha Bank dan memintk Bauk
melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

(4) Segala kewajiban yang belum diselesaikan Bank damdkan
dikemudian hari menjadi tanggung jawab pemegangamsah
Bank.

Pasal 73
Status badan hukum Bank hapus sejak tanggal pengam
berakhirnya badan hukum Bank dalam Berita NegarpuBli&

Indonesia.

BAB XI ...
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BAB Xl

LAIN-LAIN

Pasal 74
Unit Pelayanan Syariah yang telah mendapat peneg&smk
Indonesia dan telah beroperasi sebelum berlakurgtantuan ini

ditetapkan menjadi KCP berdasarkan Peraturan Baddnkesia ini.

Pasal 75
Pengaturan bagi kantor cabang, kantor cabang pémbdsm kantor
perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar nedjatur dalam

ketentuan tersendiri.

BAB Xl
SANKSI
Pasal 76
(1) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal salPaayat
(2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, P&saPdsal 16,
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), Pasal 3a) P23, Pasal
23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pas&agal 29,
Pasal 30, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35, Pasah88, 37, Pasal
40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44 ayaP&bpl 45 ayat
(1), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 47 (Ayatan ayat (3),
Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52 ayat (43 B3, Pasal
55, Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, Pasal 59 ayaP&bgl 61 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 62 ayat (1)aat (2), Pasal 63
ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 64 ayat (1yaP&7, dan
Pasal 78 dapat dikenakan sanksi administratif sd2asal 58

Undang-undang..




(2)

3)

(4)
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Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah.

Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal B2 @),

Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 32 ayat (53| BdsPasal 38

ayat (5), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 44(ayaPasal 45

ayat (4), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52 ayat (2)ayan (5), Pasal

54, Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 59 &yaayat (3), dan

ayat (4), Pasal 60, Pasal 61 ayat (6), Pasal 68(ayduruf b

dan ayat (2), Pasal 64 ayat (2), dan Pasal 65 dhkabakan

sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-unddmmgor 21

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa :

a. teguran tertulis dan denda sebesar Rp1.000.008:00 juta
rupiah) per hari kelambatan atau paling banyak ssbe
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk egeti
laporan dan/atau pengumuman;

b. teguran tertulis dan denda sebesar Rp30.000.0006i@®
puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampailegroran
dan/atau pengumuman.

Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

apabila Bank belum menyampaikan laporan dimakstedate30

(tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaianorkap dan/atau

pengumuman.

Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasghktl (4) dan

Pasal 9 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidanaisdsmgan

Pasal 59 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah.

BAB XIII ...
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BAB Xl

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 77
Permohonan izin yang telah diajukan sebelum benlgkuPeraturan
Bank Indonesia ini tetapi belum mendapat persetujdari Bank
Indonesia, wajib menyesuaikan dengan ketentuargaeghana diatur

dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 78
Anggaran dasar Bank wajib disesuaikan dengan ketant
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan peraturandzerg-undangan

yang berlaku paling lambat tanggal 16 Juli 2009.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indomesigatur lebih

lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 80
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesienaka Peraturan
Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI1/2004 tentang Bank Wbmyang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip ridfya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nof®?,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4434) sebagaimauaahdi
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBl/Z0@mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tdrab

Lembaran...
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Lembaran Negara Nomor 4536) dicabut dan dinyatéikak berlaku.

Pasal 81
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejagdal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelangan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempataralgand_embaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Januari 20009.
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO
Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal - 29 Januari 2009.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR29
DPbS



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 11/3/PBI/2009
TENTANG
BANK UMUM SYARIAH

UMUM

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekononaaional yang
mengalami perubahan yang cepat, menghadapi tamaygag dinamis dan
semakin kompleks, serta terintegrasi dengan peozkiam global, diperlukan
berbagai penyesuaian kebijakan yang komprehensifbidang perbankan,
termasuk pengaturan yang jelas dan memberikan tkapatukum, yang
diharapkan dapat meningkatkan ketahanan perbankasional. Dalam kaitan
dengan keberadaan perbankan syariah, penyesuardatala penyempurnaan
ketentuan telah memperoleh pijakan yang kuat yd#gan telah disahkannya
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perba®kanah pada tanggal
16 Juli 2008. Dengan telah disahkannya Undang-unpdeersebut maka
keberadaan perbankan syariah di Indonesia sebiégyaiadif jasa perbankan bagi
masyarakat Indonesia menjadi semakin diterima dakud oleh masyarakat
sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusg y@timal dalam rangka
menunjang pembangunan ekonomi nasional.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bad&nesia
diamanahkan tanggung jawab untuk melakukan pembirtan pengawasan
Bank. Dalam melaksanakan amanah dimaksud, Bank nési® secara
profesional mengacu pada prinsip syariah, prinspaki-hatian, dan praktek

perbankan yang laziminternational best practices) agar industri perbankan

syariah...
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syariah nasional menjadi sehat dan tangguh seritarinbang gustainable).

Penerapan prinsip syariah pada bank syariah dipgndeenjadi semakin
penting di mata semusiakeholder karena dalam kegiatan usahanya bank syariah
menghindari transaksi keuangan yang bersifat spgkul mendorong
transparansi, menghindari eksploitasi dan mendomergumbuhan sektor riil.
Kegiatan operasional perbankan syariah yang mepcsdduruh aspek kehidupan
ekonomi seperti kegiatan pembiayaan berbasis basgil lfmudharabah dan
musyarakah), jual beli (nurabahah, salam danistishna), sewa ijarah) dan jasa
lainnya ¢ahn, sharf dan kafalah) telah menjadikan bank syariah lebih dapat
memenuhi berbagai kebutuhan masyarakait/€rsal banking).

Dalam rangka mewujudkan bank syariah yang sehaggtdh dan efisien
serta mampu bersaing dengan perbankan nasionaydgidiperlukan pengaturan
tentang kelembagaan yang dapat memberikan kejel@earkepastian hukum.
Pengaturan kelembagaan Bank ini disusun selain mdvatkan prinsip kehati-
hatian, praktek perbankan yang berlaku di duniaermasional juga
mempertimbangkan masukan dari psiekeholders.

Untuk melengkapi ketentuan ini maka perlu dipekaati pula peraturan
perundang-undangan yang mempunyai relevansi dekgimtuan ini, antara
lain peraturan perundang-undangan tentang Perséredratas, Pasar Modal,

dan peraturan lainnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2..
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Pasal 2

Yang dimaksud dengan “perseroan terbatas” adalalanb&ukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkaerjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar ydagiltsgya terbagi
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetagidam Undang-

Undang tentang Perseroan Terbatas serta peratelagksanaannya.

Pasal 3

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pokok-pokok pengaturan tugas Direksi Bank dalamgarap dasar
antara lain:
a. tugas dan tanggung jawab
b. pelaporan; dan
c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Dalam hal, Presiden Komisaris atau Komisaris Utdreghalangan,
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpinavigbota

Dewan Komisaris lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5...
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Pasal 5

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah setgramg dilakukan

dalam bentuk setoran tunai.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk
memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumen yang
disampaikan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatufidrarid proper test)
dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesig lyarlaku.
Ayat (3)
Hal-hal yang harus dipresentasikan antara lairuatujdan alasan
pendirian Bank, sumber permodalan dan kepemilikamgsa utama

penghimpunan dana, pangsa utama penyaluran dama,rsacana

struktur...
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struktur dan personil organisasi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Bank

memperoleh  keyakinan

Indonesia dapat

disampaikan.
Huruf b

atas

untuk

yang

melakukan pemeriksaan

kebenaran dokumen

Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatufidrard proper test)

dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia lyarlaku.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Contoh: Bank Syariah XYZ atau Bank XYZ Syariah.

Ayat (2) ...



Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah:

a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan lablurangi
penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan
Terbatas/Perusahaan Daerah;

b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajilbalni modal
penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil us&ibeartji penyertaan
dan kerugian, bagi badan hukum Koperasi; atau

c. perhitungan modal sendiri bersih atau yang dajestrdamakan dengan
itu sesuai jenis badan hukum yang bersangkutan, badpan hukum

lainnya.

Pasal 15

Huruf a
Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adakmétintah Pusat,
Pemerintah Daerah, atau lembaga yang bertugas umal&kukan
penyelamatan Bank sesuai peraturan perundang-ualarygang
berlaku.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 16
Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen yang tiriggmtara lain
kesediaan untuk membantu mengembangkan Bank agajadne
sehat, tangguh dan berkembasgsi@inable).

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tidak diperlakukan sebagagambilalihan
(akuisisi)” adalah penggantian PSP yang tidak maefsrsyaratan dan
tata cara pengambilalihan sebagaimana diatur daperaturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22..



Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untakdorong
terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebilbyektif dan
menempatkan kewajarafaifness) dan kesetaraan di antara berbagai
kepentingan termasuk kepentingan pemegang sahamrita dan

stakeholders lainnya.

Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “lembaga nirlaba” adalah semua
lembaga yang tidak mencari keuntungaon(profit motive).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dedeg@jat
kedua adalah hubungan baik vertikal maupun hor&pnérmasuk
mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksndaih keluarga
meliputi :
Orang tua kandung/tiri/angkat;
Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atanyatr
Anak kandung/tiri/angkat;
Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;

Cucu kandung/tiri/angkat;

o 0k~ w b RE

Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua besareami atau
istrinya;
Suami/istri;
8. Mertua,
Besan;
10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. Kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istgelbta suami

atau istrinya.
Pasal 27...
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Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak afeat
keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau rydou keuangan,

serta hubungan keluarga.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “lembaga nirlaba” adalah semua
lembaga yang tidak mencari keuntungaon(profit motive).
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan perusahaan lain, antara |a@lipuni

perusahaan-perusahaan lain diluar Bank yang bekwstarg seperti

lembaga...
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lembaga keuangan bank dan non-bank, lembaga pesaliaytau

perusahaan.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dedegaajat
kedua adalah hubungan baik vertikal maupun hor&pnérmasuk
mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksodatiekeluarga
meliputi:

orang tua kandunag/tiri/angkat;

saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atanyiatr

anak kandung/tiri/angkat;

kakek/nenek kandung/tiri/angkat;

cucu kandung/tiri/angkat;

o gk~ w DR

saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua bessutmi atau
istrinya;
suami/istri;
8. mertua,
besan;
10. suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;
11. kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat;
13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istgelta suami

atau istrinya.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31..
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Pasal 31

Ayat (1)
Ketentuan ini berlaku juga terhadap peralihan gatbalari anggota
Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris atau skbwdi.

Ayat (2)
Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksgyaelum atau
tidak mendapat persetujuan Bank Indonesia dilanaaigjabat sebagai
anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangang
berlaku” antara lain ketentuan perundang-undangatamng Perseroan
Terbatas atau ketentuan perundang-undangan teBadgn Usaha
Milik Negara.

Pasal 32

Ayat (1)
Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon &nggewan
Komisaris diajukan paling kurang oleh Presiden Kiue atau
Direktur Utama kepada Bank Indonesia. Permohonarukun
memperoleh persetujuan calon anggota Direksi dagudaling kurang
oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama kep&dak
Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) ...
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Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33
Yang dimaksud dengan tanggal pemberhentian danfemagunduran diri
efektif adalah tanggal setelah pemberhentian daun/aengunduran diri
yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapaimupemegang
saham, serah terima jabatan, atau mekanisme laisglyagaimana diatur

dalam anggaran dasar.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antaranlai
kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada

Bank dalam rangka melaksanakan tugasnya secat#.efek

Angka 4...
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Angka 4

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalattad
kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuark Ban

Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Informasi
Debitur.

Angka 2
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan menilai dan memastikan penagnuh
prinsip syariah dalam pedoman operasional adalEmdeangka
membantu bank untuk memenuhi prinsip syariah yanmgdng
dalam pedoman operasional.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas. Hurufd...
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Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Yang dimaksud dengan tanggal pemberhentian danfmmagunduran diri
efektif adalah tanggal setelah pemberhentian daun/aengunduran diri
yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapaimupemegang
saham, serah terima jabatan atau mekanisme laisglyagaimana diatur

dalam anggaran dasar.

Pasal 40
Ayat (1)
Pejabat Eksekutif yang wajib dilaporkan antara ladalah Pejabat

Eksekutif yang memiliki peranan dalam pelaksanaabijkkan dan

operasional..
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operasional Bank dalam kegiatan pembiayaatreasury,

penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya
Pejabat Eksekutif dinyatakan efektif menduduki jabhaya apabila
yang bersangkutan:
a. telah menerima surat pengangkatan dan/atau pembkuasa
atau dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dengatan

b. telah melakukan serah terima jabatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pertimbangan lain yang meskkan tidak
terpenuhinya aspek integritas” antara lain inforintigegk record yang
berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atmber-sumber

lainnya.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku daksal i antara
lain adalah:

a. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan atuuaarat

Pelaksanaannya..
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pelaksanaannya;

b. Undang-Undang tentang Keimigrasian dan aturan-datura
pelaksanaannya; dan

c. Peraturan Bank Indonesia tentang Pemanfaatan TeKaga
Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Péwdnan

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kantor lain adalah kantor lokank lain atau

perusahaan lain.

Ayat (4) ...
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Tidak termasuk dalam KPK adalah kegiatan pamerag giakukan
dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen,ldarya menerima
setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setomanimal
pembukaan rekening tabungan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)

Pengajuan..
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Pengajuan permohonan izin kepada otoritas di negatampat

dilakukan setelah adanya persetujuan dari Bankniesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 53
Dengan diterbitkannya izin pembukaan KC maka stdtastor Bank
berubah dari Kantor di bawah KC menjadi KC tanpaupenemenuhi

ketentuan penutupan Kantor di bawah KC.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58..
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Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undarayam yerlaku
antara lain Undang-Undang yang mengatur tentangseRen
Terbatas, Undang-Undang yang mengatur tentang mexb&yariah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63..
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Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Yang dimaksud dengan “kewajiban“ adalah kewajib@pakia nasabah
penyimpan, nasabah investor, nasabah penerimaasddank baik yang
tercatat pada neracan(balance sheet) atau pada rekening administratff(
balance sheet) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan kBaan
pajak terutang.

Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71..
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Pasal 71

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kewajiban“ adalah kewajibagpada
nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah rpanéasilitas
Bank baik yang tercatat pada neraca palance sheet) atau pada
rekening administratif off balance sheet) serta kewajiban lainnya
seperti gaji karyawan Bank dan pajak terutang.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Surat Keputusan pencabutan izin usaha Bank dkarbitdengan
memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap Bank pangangkutan
untuk memastikan terpenuhinya persyaratan sebagairdanaksud
dalam Pasal 71 dan ketentuan yang berlaku lainnya.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ‘“kewajiban“ adalah kewajibagpakia
nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah mpanéasilitas

Bank ...
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Bank baik yang tercatat pada neraca balance sheet) atau pada

rekening administratif off balance sheet) serta kewajiban lainnya

seperti gaji karyawan Bank dan pajak terutang.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74
Yang dimaksud dengan Unit Pelayanan Syariah ad&kaftor Bank
setingkat KCP yang kegiatan usahanya membantu Kdlikitya dan
berlokasi di luar ibukota provinsi dan di luar Bogbepok, Tangerang dan
Bekasi.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam hal Bank dikenakan sanksi tidak menyampaikan
laporan, tidak lagi dikenakan sanksi keterlambatan

penyampaian laporan.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.
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